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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

1.1 Kesimpulan 

Berdasarakan pada  pembahasan di atas, diperoleh kesimpulan sebagai 

berukut : 

1. Kontrak pada pengadaan pemerintah memiliki karakteristik yang khas. 

Dikerenakan adanya perpaduan antara lapangan hukum privat dan publik 

(hybrid) sekaligus yang terdapat pada kontrak.  Termasuk pada setiap fase 

kontrak yang terhitung sejak tahap perencanaan sampai dengan serah 

terima barang/jasa, telah disertai dengan warna publik.  Sehingga kontrak 

ini  juga kerap disebut sebagai goverment contract” atau “adminitratif 

contract”.  

2. Kedudukan Garansi Bank pada pengadaan pemerintah sangat strategis. 

Hal ini sebagai upaya proteksi terhadap mitigasi resiko kerugian 

keuangan negara. Dalam penegakan hukum jaminan pada kontrak 

pengadaan pemerintah diperlukan adanya revisi guna merumuskan 

formulasi sifat dan kedudukan sistem penormaan jaminan pada regulasi 

pengadaan pemerintah sehingga tidak terjadi kekaburan dan bahkan 

pertentangan norma. Demikian halnya dengan pemberian sanksi bagi 

penjamin yang enggan melakukan pencairan terhadap klaim Garansi 

Bank yang dilakukan oleh PA/KPA/PPK, perlu diformulasikan bentuk 

sanksi sebagaimana sanksi yang juga diberikan kepada penyedia maupun 

pejabat pengadaan. 

3. Secara normative,  putusan Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan 

bahwa gugutan penggugat (PPK) tidak dapat diterima dengan alasan tidak 

memiliki legal standing dapat difahami sebagai bentuk penemuan hukum 

oleh hakim, terutama berkenaan dengan doktrin  who belong to what 

yakni siapa berhak atas apa pada suatu proses gugat menggugat. Berbeda 
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halnya setelah dilakukan proses  PLHG, setidaknya peneliti dapat 

menemukan makna yang berarti pada proses bekerjanya lingkar 

hermeneutika Gadamer yakni pertama sifat hukum kontrak pada 

pengadaan barang / jasa pemerintah mengandung karakteristik hybrid, 

kedua kedudukan jaminan dalam pengadaan pemerintah masih terdapat 

kekaburan hukum, ketiga pentingnya pelimpahan tugas secara tegas 

dalam proses klaim Garansi Bank ketika melalui lembaga peradilan 

dan/atau arbitrase. 

 

1.2 Saran dan Rekomendasi 

Adapun saran dan rekomendasi pada penelitian ini adalah sebagai berikut : 

1. Bagi para pihak khususnya yang mewakili pemerintah sedapat mungkin 

mengetahui batasan wewenang yang dimiliki dalam melakukan tata 

laksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah dalam kontrak pengadaan 

barang jasa pemerintah yang mengandung karatersitik hybrid. 

2. Terkait dengan wewenang PA/KPA/PPK dalam melakukan klaim Garansi 

Bank melalui lembaga peradilan kekaburan norma sehingga sudah 

semestinya diatur secara tegas melalui subb bab pasal tersendiri di dalam 

Perpres PBJP. Demikian halnya dengan jaminan yang diberikan oleh 

pihak penjamin sedapat mungkin diteliti oleh pejabat pengadaan dan 

apabila dimungkinkan, dapat merumuskan  konsepsi itikad baik (bona 

fides) bagi lembaga penjamin yang hendak memebrikan jaminan pada 

setiap fase kegiatan pelaksanan pengadaan barang/jasa pemerintah.  

3. Paradigma Lingkar Hermeneutika sebagai basis pemahaman dalam 

pengungkapan, menjelaskan dan menerjemahkan makna sesungguhnya 

dapat dijadilan dasar argumentasi oleh hakim dalam mengadili suatu 

peristiwa kongkrit. Yang tidak berhenti pada titik hukum positive, 

melainkan melampui postivisme hukum yang dapat memberikan keadilan 

hukum bagi pencari keadilan. 
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